KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019
tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat, menyatakan Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan diterapkan oleh setiap Entitas Akuntansi dan
Entitas Pelaporan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019
tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat, menyatakan dalam menjaga efektivitas penerapan
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan, Entitas
Akuntansi dan Entitas Pelaporan melaksanakan Penilaian
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;

c¢. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019
tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat, menyatakan penilaian Pengendalian Intern atas

Pelaporan Keuangan dilaksanakan oleh Tim Penilai;
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Mengingat

9

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
tentang Tim Penyvusun dan Tim Penilai Pengendalian
Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan
Umum Kota Bogor Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang. Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan - Menjadi Undang-Undang
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
208);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019
tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu
Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2022
tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Instansi;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 99);

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
124 /Kpts/KPU /Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BOGOR TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN
ANGGARAN 2025.

Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

: Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas:

a. Menyusun Tabel Identifikasi Resiko dan Kecukupan
Rancangan Pengendalian (Matriks Resiko-Pengendalian);

b. Menyusun Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas,

c. Menyusun Pengujian Pengendalian Umum Teknologi
Informasi dan Komunikasi;

d. Menyusun Atribut Pengendalian;
Menyusun Pengujian Pengendalian Aplikasi;

f. Menyusun Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian

dan Penilaian Kelemahan.

: Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas:
a. Menilai Hasil Identifikasi Resiko dan Kecukupan

Rancangan Pengendalian (Matriks Resiko-Penegndalian);
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b. Menilai Hasil Pengujian Pengendalian Intern Tingkat

Entitas;

c. Menilai Hasil Pengujian Pengendalian Umum Teknologi
Informasi dan Komunikasi (PUTIK);

d. Menilai Atribut Pengendalian;

e. Menilai Pengujian Pengendalian Aplikasi.

KEEMPAT : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim
Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan
Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya
keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum
Kota Bogor Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Masa kerja Tim Penyusun dan Penilai Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU sampai dengan 31 Desember 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd

HANGGA PRAMADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
T‘ﬁlfig}}g,lla‘t Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
s Hukpnm,

%\ £
“yDient #tarendra
:
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BOGOR

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
{OTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2025

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS DORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2025

JABATAN

— —

' Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan
Logistik

u Bendahara Pengeluaran

= s v NSl TR WS T s - S Em T = e -i

Operator SAKTI Modul GL Pelaporan

.' | Friantika Resti Karina Operator SAKTI Modul Aset, Modul ;
' Persediaan dan Modul Piutang I

& e
- Hadi Hakhmat. " Operator SAKTI Modul Komitmen |

6. |Irwan Setiadi - | Staf Pengelola Keuangan

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NAMA PEGAWAI T,  JABATAN

Hadi Rakhmat [{epala Sub Bagian Heuangﬂn Umum dan

Lﬂglﬂtll{

Dion Marendra E{Epala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
! Pemilu dan Hukum

== =B _——=— = £ == - = ___ —— == == === = == — ==

3. | Dindin Herdian Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan
 Informasi

E m-ﬂl_m-ﬂ-z q‘_ =

Andhianna [ }iepala Sub Bagian Fartlalpam dan

Hubungan Mas}rarakat -:ian SDM |

3.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

salinan sesual dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

ke palﬂ E ub Bagi

an Teknis Penyelenggaraan dan ttd

HANGGA PRA

MADITYA
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